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ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, 

tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 

2015, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :  

  Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undaang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor ini diatur tentang :  

Tata cara Pelayanan Informasi Publik. Tata cara Pelayanan Informasi Publik melalui E-PPID. Tata 

cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik. Tata cara Pengecualian 

Informasi. Tata cara penyusunan Daftar Informasi Publik . Tata cara penysunan Laporan 

Pelayanan Informasi. Tata cara Beracara di Komisi Informasi. 

Catatan :  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 21 September 2020 

- Lampiran 11 Halaman 

   

 


